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Tesis ini berjudul "Tinjauan Deklarasi Damai Talangsari 1989 sebagai Mekanisme 
Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur Non Judicial 
berdasarkan Teori Keadilan Transisional". Tesis ini untuk mengetahui apakah 
Deklarasi Damai Talangsari sebagai mekanisme non judicial berdasarkan Teori 
Keadilan Transisional dan alas an dari Pemerintah Republik Indonesia lebih memilih 
untuk menggunakan mekanisme non judicial dalam menyelesaikan Peristiwa 
Talangsari 1989. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif. 
Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Deklarasi Damai  
Talangsari 1989 belum dapat dikatakan sebagai mekanisme non judicial berdasarkan 
Teori Keadilan Transisional dan alas an pemerintah lebih menggunakan penyelesaian 
non judicial adalah karena adanya harapan masyarakat untuk tidak mengungkit 
kembali Peristiwa Talangsari 1989 dan penyelesaian judicial semakin sulit untuk 
ditempuh 
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This thesis is entitled "A Review of the 1989 Talangsari Peace Declaration as a 
mechanism for resolving past gross human rights violations through Non Judicial 
mechanismbased on Transitional Justice Theory". This thesis aim to discover or review 
the Talangsari Peace Declaration as a Non-Judicial Mechanism based on Transitional 
Justice Theory and the reasons of the Government of the Republic of Indonesia in using 
the Non-Judicial Mechanism in resolving the 1989 Talangsari’s conflict. The research 
used in this paper is normative that focuses on the applicable laws and regulations. 
The result indicates that the 1989 Talangsari Peace Declaration cannot be said as a 
non-judicial mechanism based on Transitional Justice Theory and the reason of the 
government uses non-judicial remedies is because of people's expectations not to bring 
up the 1989 Talangsari’s conflict anymore and the judicial settlement is increasingly 
difficult to pursue. 
 
KEYWORDS : Peace Declaration, Non Judicial Mechanism, Transitional Justice 
Theory, The Talangsari Incident, Government’s reasons. 
 
 
 
